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Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 3, LD Kabupaten Gresik 2023 (3)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

ABSTRAK:

- Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah yang perlu diatur untuk
dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Untuk melaksanakan ketentuan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menyusun Peraturan
Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan pertimbangan
tersebut, diperlukan penetapan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah.

Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;UU Nomor 12
Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 1965;UU
Nomor 17 Tahun 2003;UU Nomor 1 Tahun 2004;UU Nomor 15 Tahun 2004;UU
Nomor 25 Tahun 2004;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah
dengan UU Nomor 13 Tahun 2022;UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;UU Nomor 2 Tahun 2020;UU Nomor 1
Tahun 2022;PP Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP
Nomor 74 Tahun 2012;PP Nomor 55 Tahun 2005;PP Nomor 56 Tahun 2005
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
2010;PP Nomor 8 Tahun 2006;PP Nomor 71 Tahun 2010;PP Nomor 2 Tahun
2012;PP Nomor 12 Tahun 2017;PP Nomor 2 Tahun 2018;PP Nomor 12 Tahun
2019;PP Nomor 13 Tahun 2019;PP Nomor 7 Tahun 2021;PP Nomor 19 Tahun
2022 Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6794);PERPRES Nomor 87 Tahun 2014;PERMENDAGRI
Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018;PERMENDAGRI Nomor 77 Tahun 2020;PERDA
Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan
PERDA Nomor 8 Tahun 2021;

Penetapan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) merupakan proses
yang diatur secara ketat dalam peraturan daerah. Pasal-pasal yang terdapat
dalam peraturan tersebut menjelaskan prosedur yang harus diikuti, termasuk



pengesahan dari Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, evaluasi rancangan
peraturan daerah, dan penetapan peraturan daerah tentang APBD. Selain itu,
terdapat ketentuan mengenai penyempurnaan rancangan peraturan daerah,
evaluasi perubahan APBD, dan akuntansi pemerintah daerah. Proses penetapan
APBD harus dilakukan dengan cermat dan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku untuk memastikan pengeluaran keuangan daerah dapat
dilakukan secara transparan dan efisien.
CATATAN: - Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2023
- Status Peraturan daerah kabupaten gresik Berlaku
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